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JAIA PENGNTAR

engan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas petunjuk

dan ridho-Nya, telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Tahun 2021. Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

= Maluku merupakan komitmen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

_J dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) vyang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah kepada
masyarakat terkait kinerjanya, LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku bertujuan untuk
menyampaikan perkembangan atas capaian sasaran dan target sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku secara berkala selama kurun waktu satu
tahun. Selain itu LKIP juga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip
Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

LKIP merupakan implementasi RENSTRA BKD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan
wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam menindaklanjuti
Visi dan Misi Gubernur Maluku Dengan Wakil Gubernur Maluku dengan tujuan yang ingin dicapai
yaitu Mewujudkan Layanan Kepegawaian yang Profesional dan Inovatif serta Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian kepada Aparatur Sipil Negara

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2021 ini dapat menjadi media untuk mengevaluasi kinerja BKD selama
satu tahun terakhir agar dapat meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak kepada kinerja
OPD sehingga lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan serta pengawasannya.

Ambon, 2022
Kep@la BadanKepegawalan Daerah
~ProvinsiM
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PENDARULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu
bentuk manisfestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama
satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian
program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan
pijakan dalam meyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
sebagai Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan yang merupakan unsur
yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif sekaligus menyusun
konsep-konsep, gagasan-gagasan serta terobosan di bidang kepegawaian
sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan harus mampu mewujudkan
pengelolaan manajemen kepegawaian mulai dari pengadaan sampai dengan
pemberhentian pegawai secara optimal dalam upaya mewujudkan sumber daya
manusia (SDM) aparatur sebagai motor penggerak sistem organisasi

pemerintahan Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi :

Pengelolaan pegawai yang optimal dikuantifikasikan ke dalam

indikator-indikator yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang
dituangkan kedalam Renstra dan Renja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Maluku.
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Salah satu konsekuensi logis dari kondisi dan posisi tersebut, maka
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku harus mampu meningkatkan
kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka
mewujudkan kesejahteraan pegawai maupun peningkatan kompetensi sumber
daya manusia aparatur, terutama dalam menghadapi era persaingan global dan
kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam upaya mengembalikan
trust (kepercayaan) masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, jujur dan
transparan.

Secara garis besar program-program kegiatan diarahkan kepada :
Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara
Meningkatnya disiplin dan kesejehateraan pegawai ASN
Meningkatnya pelayanan dan administrasi kepegawaian yang tepat waktu

I

Tersedianya akurasi data dan optimalisasi pengelolaan tata naskah
kepegawaian

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD melalui penyusunan perencanaan
dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta ditunjang

oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai struktur organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebagai berikut :
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Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Maluku, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku merupakan unsur
pendukung tugas Gubernur yang dipimpin oleh seorang kepala Badan dan
berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Dengan demikian terhadap Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku diatur dalam Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut :
1. Kedudukan

a. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku adalah unsur penunjang
urusan pemerintahan biadang kepegawaian yang menjadi kewenangan

daerah provinsi.
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b.

Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerabh.

2. Tugas dan Fungsi

a.

Badan Kepegawaian Daerah bertugas membantu Gubernur dalam

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang

kepegawaian daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan

Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang kepegawaian;

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di kepegawaian;

5) Pembinaan unit pelaksana teknis badan

6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional

7) Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1.2.1 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan

Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan

Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja adalah sebagai berikut :

a.
b.

IU LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021

Kepala Badan
Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

. Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian
. Bidang Mutasi dan Promosi

. Bidang Pembinaan Karier Aparatur

Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai




Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya
aparatur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan tanggal
31 Desember 2021, BKD Provinsi Maluku oleh ASN pegawai sebanyak 48 orang

1.3. Isu Strategis BKD Provinsi Maluku Tahun 2021

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran didasarkan kepada isu-isu
strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh
dalam manajemen kepegawaian BKD Provinsi Maluku, sehingga visi, misi,
program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang
dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh BKD Provinsi Maluku diantarannya
adalah :

1. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Belum tersedianya Anjab dan ABK pada semua OPD

Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa OPD

Masih adanya beberapa layanan kepegawaian yang tidak tepat waktu

Belum akuratnya seluruh data pegawai

Kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pencapaian kinerja BKD

ko 0k~ WD

4. Sistematika Penulisan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Maluku Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :.
* BAB | : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provinsi Maluku

1.3 Isu strategis BKD Provinsi Maluku Tahun 2021

1.4 Sistematika Penulisan
= BAB Il : PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis dan target Tahun 2021
2.2 Terget Perjanjian Kinerja Tahun 2021
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= BAB Ill : AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
3.2 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2021
= BAB IV: PENTUP
= 41 Tinjauan Umum
= 4.2 Masalah Yang Dihadapi
= 4.3 Saran dan Tindak Lanjut
= LAMPIRAN - LAMPIRAN
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BAB 00
PERENCANAAN KINERIA

2.1 Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Tahun 2021

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini berpedoman pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun
dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang
mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta
cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa
depan.

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten, antisipatif dan
produktif. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku berpedoman pada Visi
Gubernur Maluku yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 adalah:

Pencapaian visi dimaksud memerlukan perencanaan, persiapan, dan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang konsisten pada tujuan ke masa yang akan

datang.
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b. Misi
Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Provinsi mencanangkan Misi
yang termuat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :
. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani;
. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Murah dan Terjangkau;
. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
. Peningkatan Infrasturktur dan Konektivitas Gugus Pulau;
. Meningkatkan Suasana Kondusif untuk Investasi, Budayadan Pariwisata; dan

o O A W N P

. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Kreatif, Mandiri dan
Berprestasi.

Terkait dengan Visi dan Misi Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 BKD
Provinsi Maluku dalam penyusunan Rencana Strategis berdasarkan Misi ke-1
“Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani ”

c. Tujuan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku mempunyai tujuan :
= Mewujudkan Layanan Kepegawaian yang Profesional
d. Sasaran

= Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
merupakan dokumen yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun yakni dari Tahun 2019 — 2024 dan memuat visi, misi,
tujuan dan sasaran serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan. Penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dengan Keputusan Kepala BKD Provinsi
Maluku nomor 800/475/X/BKD/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan
Tim Asistensi Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Maluku Tahun
2019 - 2024 Tahun Anggaran 2019.

Renstra BKD Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 merupakan salah satu
pendukung RPIJMD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024, karena
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BKD memiliki tupoksi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi 1 RPJMD Provinsi
Maluku yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Jujur, Bersih dan
Melayani.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, Visi Pemerintah
Provinsi Maluku adalah “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan
Melayani, Terjamin Dalam KeseJahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”.

Adapun keterkaitan visi dan misi Gubenur dan wakil Gubernur Maluku

dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKD Provinsi Maluku
Tahun 2019-2024 adalah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Meningkatnya Kualitas
Layanan Kepegawaian
/ d Kepada ASN

2.1.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Adapun target Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Maluku tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :
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TABEL 2.1
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
1 Meningkatnya Kualitas e Tersedianya Administrasi = Persentase 100
Layanan Kepegawaian Perkantoran
Kepada ASN e Kelancaran Tugas-Tugas Persentase 100
Perkantoran
e Peningkatan akuntabilitas = Dokumen 1
laporan
e Persentase Formasi @ Persentase 74
CPNS sesuai Kebutuhan
e Persentase ASN yang Persentase 83
Mendapatkan Pelayanan
Kepegawaian
e Jumlah ASN yang PNS 10
Mendapatkan Tugas
Belajar dan ljin Belajar
e Simpeg Online vyang Kab/Kota 11

Terintegrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2021 dalam mendukung Visi dan Misi yang terdapat
pada Renstra sesuai dengan sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN.
I.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realiasasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/
Semesteran SKPD
3) Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
a. Pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
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b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendfaraan Dinas
Jabatan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan

Il. Program Kepegawaian Daerah

1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan ASN
. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
. Pengelolaan Data Kepegawaian
2) MutaS| dan Promosi ASN;
a. Pengelolaan Mutasi ASN
b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
c. Pengelolaan Promosi ASN
3) Pengembangan Kompetensi ASN;
a. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Asn
b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
c. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Pembinaan Disiplin ASN
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin aSN
Evaluasi Disiplin ASN

;o an o
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Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanabh.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2021 telah melakukan
Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Maluku untuk mewujudkan target kinerja
sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah sesuai Perjanjian Kinerja diatas,
maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku telah melaksanakan
2 program, 12 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sesuai
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp. 12.269.345.676,-
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Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran,
Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala BKD
Provinsi Maluku dengan Gubernur Maluku Tahun 2021, secara lengkap
tercantum pada Lampiran 1 dan Program Kegiatan Indikator Kinerja
dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku

Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada Lampiran 2.

[g LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 13



BAB 000
AKUNTABILITAS KINERIA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penataan organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah didasarkan
pada visi, misi, dan sasaran strategis, agenda kebijakan, program dan kinerja
kegiatan yang terencana dan diarahkan kepada terbangunnya postur organisasi
yang bertanggung jawab dan terbuka. Kinerja pemerintah dengan berbagai
kebijakan yang dikeluarkan seringkali menjadi sorotan publik. Masyarakat mulai
menanyakan akan nilai yang mereka terima terutama sejak ditetapkannya kebijakan
pemerintah tentang reformasi birokrasi. Masyarakat menyoroti banyaknya jumlah
anggaran yang terserap untuk pemenuhan belanja aparatur namun pelayanan yang
diterima belum sesuai dengan harapan.

Banyaknya temuan penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintah baik
eksekutif maupun legislatif mengindikasikan lemahnya sistem akuntabilitas,
pengawasan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat. Pengukuran akuntabilitas instansi pemerintah dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih sulit untuk dilakukan secara obyektif
yang disebabkan belum optimalnya sistem pengukuran kinerja yang dapat
menginformasikan tingkat kinerja suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Kesulitan lainnya adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi
pemerintah hanya ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap
anggaran bukan kepada hasil (output) maupun manfaat (outcomes) dari program
dan kegiatan. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk dilakukan pertanggungjawaban
kinerja suatu instansi pemerintah melalui analisis kinerja dengan cara pengukuran
kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian
kinerja suatu organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Maluku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkeyakinan melalui
sistem pertanggungjawaban kinerja (perfomance accountability system)
akan dapat diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan

tantangan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program
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dan kegiatan Tahun 2021. Selain itu melalui sistem pertanggungjawaban kinerja ini
pula seluruh para pemangku kepentingan (stakeholders) akan dapat mengetahui
capaian kinerja dan realisasi keuangan sehingga dapat memberikan penilaian
sejauh mana penyimpangan maupun kemajuan yang telah dicapai dalam
penyelenggaraan suatu program dan kegiatan.

Untuk mengetahui informasi kinerja dan keuangan, maka secara sistematis
pertanggungjawaban (accountability) kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen
program/kegiatan secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan
mendorong pencapaian kinerja tersebut. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara
berkelanjutan memberikan umpan balik (feedback) merupakan hal penting dalam
upaya perbaikan secara terus menerus guna mencapai keberhasilan di masa
mendatang. Hal ini artinya bahwa melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi
pemerintah dapat mengetahui kinerja suatu organisasi dalam suatu periode
tertentu. Dengan adanya suatu pengukuran kinerja, maka program/kegiatan instansi
pemerintah dapat diukur dan dievaluasi serta dapat dibandingkan dengan instansi
lain yang sejenis, sehingga penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan
secara lebih objektif.

Sebagaimana diketahui bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah
mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen
Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data
hasil pengukuran kinerja kegiatan. Bersandar pada penegasan dimaksud, maka
diketahui bahwa komponen strategis pengukuran kinerja adalah pencapaian
rencana tingkat capaian (target) yang merupakan hasil pembanding antara
realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) kinerja kegiatan maupun

sasaran dalam kurun waktu tahun berjalan.
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Badan Kepegawaian Provinsi

Berdasarkan uraian di atas, hasil

Maluku Tahun 2021 dimaksud dalam Matriks

disajikan pengukuran kinerja

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) pada lampiran 4 dan formulir Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) pada lampiran 5 laporan ini.

3.1.2
1.

Analisis dan Evaluasi Kinerja
Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis capaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran
Tahun 2021
NO Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian kepada ASN

11 Tersedianya Administrasi 100% 100% 100%

Perkantoran
1.2 Kelancaran Tugas - Tugas 100% 100% 100%

Perkantoran

. . 1 1 0

1.3 | Peningkatan Akuntabilitas Laporan Dokumen | Dokumen 100%
14 Persentase Formasi CPNS sesuali 74% i i

Kebutuhan
16 Persentase ASN yang mendapatkan 83% 97 11% 117%

Pelayanan Kepegawaian
1.7 |Jumlah ASN yang Mendapatkan | 4,pNs | 5pNs | 100%

Tugas Belajar dan ljin Belajar

. . . . 11 8 0
1.8 | Simpeg Online yang Terintegrasi Kab/Kota | Kab/Kota 72.73%
1.1 Tersedianya Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan yang termuat dalam indikator ini telah dilaksanakan
dengan efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelayanan yang ada
pada BKD Provinsi Maluku antara lain Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitasi Kunjungan Tamu
dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat serta didukung dengan Sumber Daya
Aparatur dan Anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku sehingga hasil

yang didapat dari pencapaian program sebesar 100%.

LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 16



1.2

1.3

e Realisasi tahun 2021 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2020
sebesar 100%.

e Realisasi tahun 2021 sebesar 100% sama dengan target jangka
menengah (tahun 2024) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pencapaian tahun 2021 sudah baik dan diharapkan untuk dapat
dipertahankan

Kelancaran Tugas - Tugas Perkantoran

Program/Kegiatan yang termuat dalam indikator ini telah dilaksanakan

dengan efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelayanan yang ada

pada BKD Provinsi Maluku antara lain Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Pengadaan Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel, Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan serta didukung dengan Sumber Daya

Aparatur dan anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku sehingga hasil

yang didapat dari pencapaian program sebesar 100%.

e Realisasi tahun 2021 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2020
sebesar 100%

e Realisasi tahun 2021 sebesar 100% sama dengan target jangka
menengah (tahun 2024) sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pencapaian tahun 2021 sudah baik dan diharapkan untuk dapat
dipertahankan

Peningkatan Akuntabilitas Laporan

Program/Kegiatan yang termuat dalam Indikator Kinerja Peningkatan

Akuntabilitas Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi dengan tersusun 1 Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKD Provinsi Maluku

e Realisasi tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen sebesar 100% dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 sebesar 0% atau tidak dianggarkan.

¢ Realisasi tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen dibandingkan dengan target

jangka menengah (tahun 2024) sebesar 1 Dokumen.
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1.4

1.6

Persentase Formasi CPNS sesuai Kebutuhan

Indikator kinerja Persentase Formasi CPNS sesuai Kebutuhan tidak dapat

teralisasi dikarenakan sesuai Surat Menteri PAN RB Nomor

B/1161/M.SM.01.00/2021 Tanggal 27 Juli 2021, Perihal Pengadaan ASN

Tahun 2022, berdasarkan surat tersebut dijelaskan Pengadaan ASN tahun

2022 dilakukan hanya untuk PPPK, sehingga pada Tahun 2021 tidak ada

usulan untuk formasi CPNS dan dialihkan ke Calon PPPK dan BKD Provinsi

Maluku telah mengusulkan Formasi PPPK sebanyak 380 Formasi ke

Kemenerian PAN RB namun sampai sekarang belum ada penetapan

Formasi untuk PPPK Provinsi Maluku dari Kementerian PAN RB .

e Realisasi tahun 2021 sebesar 0% karena Formasi CPNS untuk tahun
2022 dialihkan ke PPPK dan pengusulan Formasi PPPK dari Provinsi
Maluku belum ada penetapan Formasi dari Kementerian PAN RB, jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 juga sebesar 0%, dikarenakan
BKD Provinsi Maluku telah mengusulkan formasi ke Kementerian PAN
RB namun belum ada penetapan Formasi dari Kementerian PAN RB.

e Realisasi tahun 2021 sebesar 0% dibandingkan dengan target jangka
menengah (tahun 2024) sebesar 80%.

Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian

Jumlah ASN yang mendapatkan layanan kepegawaian 9591 ASN dari

jumlah ASN Provinsi Maluku sebanyak 9876 ASN Persentase jumlah ASN

yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian sebanyak 97,11%.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung dengan Sumber Daya Aparatur

dan Anggaran yang ada pada BKD Provinsi Maluku. ASN yang mendapatkan

pelayanan antara lain :

1. Seleksi CPNS sebanyak 2.574 PNS

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebanyak 463 ASN

Pengelolaan Mutasi sebanyak 702 SK

WD

Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak
3839 SK

Pengelolaan Promosi ASN sebanyak 888 ASN

Pengelolaan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi ASN sebanyak 182 ASN
Pelayanan SK Tugas Belajar dan ljin Belajar sebanyak 134 ASN

© N o O

Fasilitasi dan Pelayanan Jabatan Fungsional sebanyak 142 ASN
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1.7

1.8

9. Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai sebanyak 480 ASN
10.Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai sebanyak 136 ASN
11.Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 51 ASN

e Realisasi tahun 2021 sebesar 97,11% dibandingkan dengan realisasi
tahun 2020 sebesar 72.23% orang

e Realisasi tahun 2021 sebesar 97,11% dibandingkan dengan target
jangka menengah (tahun 2024) sebesar 86%.

Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas Belajar dan ljin Belajar

Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan ijin belajar pada tahun

2021 sebanyak 5 PNS dengan rincian Beasiswa tugas belajar S3 sebanyak 1

PNS, Beasiswa Tugas Belajar S2 sebanyak 2 PNS dan Bantuan Pendidikan

sebanyak 2 PNS. Jika dibandigkan dengan target yang ditetapkan sebanyak

5 PNS, maka pencapaian dari kinerja ini sebesar 50%, dikarenakan pada

Tahun 2021 BKD Provinsi Maluku hanya menyelesaikan pembayaran

Beasiswa Tugas Belajar bagi PNS sudah melaksanakan pendidikan dari

Tahun 2020 dan tidak ada tambahan Beasiswa Tugas Belajar yang baru.

e Realisasi tahun 2021 terdapat 5 PNS yang mendapat Beasiswa Tugas
Belajar dan Bantuan Pendidikan dibandingkan dengan realisasi
tahun 2020 sebanyak 12 PNS

e Realisasi tahun 2021 sebanyak 5 ASN dibandingkan dengan target
jangka menengah (tahun 2024) sebanyak 66 ASN. Hal ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk mengembangkan
pengetahuan dan kapasitas PNS melalui Pemberian Tugas Belajar dan
Bantuan pendidikan.

Simpeg online Terintegrasi

Simpeg online yang terintegrasi selama tahun 2021 yang direncanakan

sebanyak 11 Kab/Kota namun yang terealisasi sebanyak 8 Kab/kota atau

72,73%, Pencapaian belum mencapai target karena 1 Kabupten Infrastuktur

Jaringan yang belum memadai, 1 Kabupaten sudah ada sistem sendiri yang

tidak dapat terintegrasi dengan sistem lain dan 1 Kabupaten dalam proses

integrasi. Diharapkan pada Tahun 2022 Infrastruktur jaringan dapat
diperbaiki sehingga dapat terintegrasi sehingga dapat terintegrasi dan

menyelesaikan proses integrasi 1 Kabupaten.
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e Realisasi tahun 2021 sebanyak 8 Kab/Kota atau terjadi penambahan
1 Kabupaten yang Simpeg onlinenya telah terintegrasi dengan Provinsi
Maluku dan diharapkan pada tahun 2022 11 Kabupaten/Kota Simpeg
Online telah terintegrasi dengan Provinsi Maluku, jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 tidak ada realisasi tambahan dari tahun
2019 yaitu sebanyak 7 Kab/Kota

e Realisasi tahun 2021 sebanyak 8 Kab/Kota dibandingkan dengan target
jangka menengah (tahun 2024) sebanyak 11 Kab/kota.

Capaian Kinerja Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pelayanan BKD
Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan penunjang Pelayanan
BKD Provinsi Maluku Tahun 2021

Realisasi
No Uraian Satuan Target
(K) (%)
1 2 3 4 ) 6

Perencanaan, Penganggaran,

I dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Koordinasi dan  Penyusunan

1| Dokumen RKA-SKPD Dokumen 1 1 1 100.00
Koordinasi  dan Penyusunan

2| Dokumen DPA-SKPD Dokumen 1 1 1 100.00

Koordinasi  dan Penyusunan
3 Laporan Capaian Kinerja dan | Dokumen 1 1

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.00
I Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
4 ASN Bulan 12 12 100.00
Koordinasi dan Pelaksanaan
S | Akuntansi SKPD Dokumen 4 * | 100.00
Koordinasi dan Penyusunan
6 Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1 100.00
Koordinasi dan Penyusunan
7 Laporan Keuangan Bulanan / Dokumen 18 18 100.00

Triwulanan / Semesteran SKPD

Administrasi Barang Milik

it Daerah pada Perangkat Daerah
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Pemanfaatan Barang Milik Daerah

SKPD Orang 500 98

19.60

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengakpannya PNS 2250 2298 102.13

Monitoring, Evaluasi dan Kinerja

10 Pegawai

Kab/Kota 11 11| 10000

Penyediaan Komponen Istalasi
11 | Listrik/Penerangan Bangunan Bulan 12 12

o 100.00
12 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bulan 12 12 100.00
13 iiﬁﬁgiffiafarang cotakan 420 | Bulan 12 12° 1 100.00
14 | Fasilitas Kunjungan Tamu Kali 33 33 100.00
15 Ef)l;}rlcelﬁgfﬁr? Konsultasi sgggat Kali 1 1 100.00

Pengadaan Kendaraan Perorangan .
16 Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan Unit 5 5 100.00
17 | Pengadaan Mebel Unit 64 67 104.69
Pengadaan Peralatan dan Mesin .
18 | | ginnya Unit 24 2% 1100.00

19 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kali 90 90 100.00
20 | Stumber Daya Ar dan Lotk | BUan | 12|12 | o000
22 Eilﬁfliﬁle{litor vasa Pelayanan Orang 7 7 100.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan
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IX Pengadaan Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan,

24 | Jenis dan Jumlah Jabatan untuk | Dokumen 1 1 100.00
Pelaksanaan Pengadaan ASN )
Koordinasi dan Fasilitasi

25 | Pengadaan PNS dan PPPK Orang 2000 | 2574 1 15870
Koordinasi Pelaksanaan

26 Administrasi Pemberhentian SK 304 463 152.30

27 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Kegiatan 3 2 66.67
Pengelolaan Data Kepegawaian o

28 Sistem Informasi Kepegawaian Aplikasi 2 2 100.00

29 | Pengelolaan Data Kepegawaian PNS 9042 9042 100.00

X | Mutasi dan Promosi ASN

30 | Pengelolaan Mutasi ASN SK 400 702 175.50
Pengelolaan Kenaikan Pangkat

31 ASN PNS 2800 3839 137.11

32 | Pengelolaan Promosi ASN PNS 500 888 177.60

XI | Pengembangan Kompetensi ASN
Pengelolaan Adminitrasi Diklat

33 | dan Sertifikasi ASN PNS 100 182 1 18500
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan

3% | asN PNS S > | 100.00

35 Fasilitasi Pengembapgan Karir PNS 500 142 28,40
dalam Jabatan Fungsional
Penilaian dan Evaluasi Kinerja

XII
Aparatur

36 Pelaksanaan Penilaian dan Laporan 1 1
Evaluasi Kinerja Aparatur p 100.00
Pengelolaan Pemberian

37 Penghargaan Bagi Pegawai PNS 300 480 160.00
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi

38 Pegawai PNS 250 136 54.40

39 | Pembinaan Disiplin ASN Laporan 1 1 100.00
Pengelolaan Penyelesaian

40 Pelanggaran Disiplin ASN PNS 70 51 72.86

41 Evaluasi Disiplin ASN OPD 44 48 109.09
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3.2 Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku
Tahun 2021

Realisasi Anggaran BKD Provinsi Maluku Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran BKD Provinsi Maluku Tahun 2021
31 Desember 2021

Target Realisasi Anggaran
No Uraian
Anggaran

(Rp) (%)
1 2 3 4 5
1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- 9,999,881 9,099,881 100.00

SKPD

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- 14,999,777 14,999 777 100.00

SKPD

Koordinasi dan  Penyusunan Laporan
3 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 19,999,684 19,999,684 100.00
Kinerja SKPD

4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,418,438,300 4,538,128,539 83.75

5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 55,249,707 55,249,707 100.00

Koordinasi dan  Penyusunan Laporan

6 Keuangan Akhir Tahun 19,999,975 19,999,975 100.00
Koordinasi dan  Penyusunan Laporan
7 Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 17,499,620 17,499,190 100.00

SKPD

n Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 19,997,293 19,997,293 100.00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

1,206,000,000 1,177,525,800 97.64
Kelengakpannya
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10

Monitoring, Evaluasi dan Kinerja Pegawai

439,022,754

365,665,653

83.29

Penyediaan Komponen Instalasi
11 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6,122,900 6,122,900 100.00
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 218,130,853 216,980,657 99.47
13 Penyediaan Barang Cetakan dan 59,999,720 59,855,710 99.76
Penggandaan
14 Fasilitas Kunjungan Tamu 65,293,800 64,849,200 99.32
15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 166,597,726 152,898,481 91.78
Konsultasi SKPD
Pengadaan Kendaraan Perorangan
16 Dinas,/Kendaraan Dinas Jabatan 149,050,000 142,100,000 95.34
17 Pengadaan Mebel 196,719,050 196,719,050 100.00
18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 143,995,170 143,965,250 99.98

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan

90,321,600

19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17,488,800 17,056,800 97.53

20 Pgnyed1agn ;.Iasa Komunikasi, Sumber Daya 41,380,000 22,768,077 55.02
Air dan Listrik

21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 68,904,000 62,280,200 90.39
Kantor

22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 227,569,356 227,569,356 100.00

75,661,600

24 Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 90,769,489 87,450,578 96.34
Pengadaan ASN
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Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan

25 PPPK 362,955,682 308,754,755 85.07

26 Koordinasi . Pelaksanaan Administrasi 64,308,654 60,114,833 03.48
Pemberhentian

27 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 366,093,225 302,808,287 82.71

08 Pengelola.an Data. Kepegawaian  Sistem 639,044,249 628,293,683 08.18
Informasi Kepegawaian

29 Pengelolaan Data Kepegawaian 157,609,545 157,609,545 100.00

X Mutasi dan Promosi ASN 1,013,782,650 893,570,761 88.14

30 Pengelolaan Mutasi ASN 89,999,345 74,223,517 82.47

31 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 181,538,755 148,154,378 81.61

32 Pengelolaan Promosi ASN 742,244,550 671,192,866 90.43

X1 Pengembangan Kompetensi ASN 395,813,186 360,533,414 91.09
Pengelolaan Adminitrasi Diklat dan

33 Sertifikasi ASN 79,999,920 74,288,446 92.86

34 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 240,813,566 230,756,768 95.82

35 Fasilitasi Pepgembangan Karir  dalam 74,999,700 55,488,200 73.98
Jabatan Fungsional

XII | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 505,289,030 457,896,042 90.62

36 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 115,894,180 102,834,042 88.73
Aparatur

37 Pengelqlaan Pemberian Penghargaan Bagi 113,461,014 106,705,503 94.05
Pegawai

38 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 68,076,561 63,152,561 92.77

39 Pembinaan Disiplin ASN 76,241,811 68,192,411 89.44

40 P(-j‘n.ge%olaan Penyelesaian Pelanggaran 72,615,206 63,305,006 87.18
Disiplin ASN

41 Evaluasi Disiplin ASN 59,000,258 53,706,519 91.03

(Sumber: Laporan Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021)
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Berdasarkan Tabel 3.3 tersebut, maka analisis terhadap capaian keuangan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun 2021 secara komprehensif dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Biaya dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD dan
APBDP Provinsi Maluku. Target APBD dan APBDP untuk kegiatan pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku sebesar Rp. 12.269.345.676,-
(Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

2. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran
2021 sampai pada batas pertanggungjawaban anggaran yakni per 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp. 10,884,924,678,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus
Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus
Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Jika dilakukan perhitungan capaian kinerja
berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target diperoleh presentase
pencapaian rencana (target) sebesar 88,66%.

3. Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, terdapat sisa dana sebesar
Rp. 1.384.420.998,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat
Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
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4.1 Tinjauan Umum

Demikian Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2021 telah dijelaskan secara sistematis pada Bab Ill. Pelaksanaan
program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021
diuraikan sesuai Tata Kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(SAKIP).

Capaian kinerja merupakan upaya untuk penggunaan biaya secara efisien
dan pelaksanaan kegiatan secara efektif sesuai aturan yang berlaku sebagai
wujud ketaatan dalam memanfaatkan sumber daya secara akuntabel guna
pencapaian hasil yang optimal sesuai tugas pokok dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku dalam keikutsertaan memberi kontribusi
bagi kelanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
bagi masyarakat Maluku. Total anggaran Badan kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 12.269.345.676,-
(Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sesuai
APBD Perubahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran
2021 Rp. 10.884.924.678,- Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat
Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan
Rupiah) atau sebesar 88,72%.

Jika dilakukan perhitungan Sisa anggaran Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1.384.420.998,-
(Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu
Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 11,28%.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelanjutan kegiatan yang telah
menjadi agenda rutin tetap dilaksanakan pada tahun 2021, termasuk dengan
meningkatkan capaian target kinerja dan meminimalisir kekurangan dan kendala
kegiatan yang ada sekarang ini dengan meningkatkan koordinasi, konsultasi dan
konsolidasi secara berjenjang dengan instansi baik secara vertikal maupun

horizontal pada pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah
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Provinsi Maluku pada tahun-tahun berikut serta tindak lanjut perubahan

ketentuan PerUndang-Undangan khususnya di bidang Kepegawaian.

4.2 Masalah Yang Dihadapi

Dapat kami jelaskan bahwa secara umum pelaksanaan program dan
kegiatan pada BKD Provinsi Maluku dapat terlaksana dengan baik dan sesuai
jadwal yang telah direncanakan. Namun karena Badan Kepegawaian Daerah
merupakan urusan Wajib yang beberapa kegiatannya disesuaikan dengan
peraturan dan jadwal yang ditentukan oleh instansi Pembina sehingga terdapat
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

4.3 Saran

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang terjadi
dalam pencapaian kinerja tahun 2021, maka saran yang perlu menjadi perhatian
oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yaitu meningkatkan koordinasi
dengan instansi Pembina Kepegawaian yakni Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara RI dan Kantor
Regional IV BKN Makassar dalam rangka konsultasi dan konsolidasi terkait
petunjuk teknis pelaksanaan program kegiatan maupun perubahan regulasi

urusan kepegawaian.
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PEMERINTAH PROVINS|I MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon 97124 Tel/Fax : (0911) 353377
Website : www.malukuprov.go.id, Email : inspektorat@malukuprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu
atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja
menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.
Ambon, Maret 2022
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